BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan Era Digital menuju 4.0 sekarang ini bukan hanya
teknologi yang ada pada sektor perindustrian saja, sekarang ini pada sektor
keuangan pun banyak terjadi perubahan dan transisi gaya hidup masyarakat
dengan menggunakan electronic money dan/atau uang elektronik. Uang

elektronik dan/atau electronic money didefinisikan sebagai alat pembayaran

yang memenubi u ‘bitkan atas dasar nilai uang
yang disetor ferl dahulu kepada pencibit, nilai nang disimpan secara
elektror lai media seperti , dan nilai uang
elektr ang. ‘a oleh Jcan wkan  simpanan
seba 1 dimi dalam un -undang yang atur mengenai
perb: Saat in1 kehidup rasyars pasca par ovid-19 banyak
yang 1 rakan transaksi g tunai dar ishless, sehingga
pengguna g-CISRFocSeMak i 1 Cwingkat

Nilatuanselekironik adatah ssHai 1318 lisimpan secara elektronik
dalam suatu media serve up yang dapat dipindahkan untuk

kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.? Nilai uang
elektronik yang kita miliki berdasarkan jumlah uang kita isi ulang dan/atau

top up pada uang elektronik tersebut.

1.

2.

Bank Indonesia, “Apa Itu Uang elektronik™, https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Apa-itu-

Uang-Elektronik.aspx, diakses pada tanggal 28 September 2022 pada pukul 11.26 WIB
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Pada saat ini penggolongan uang elektronik dimasyarakat dibagi menjadi 2
(dua), yaitu berdasarkan :
1. Media penyimpan Nilai Elektronik berupa:
a. Server based, yaitu Uang elektronik dengan media penyimpanan
berupa server, dan
b. Chip based, yaitu Uang elektronik dengan media penyimpanan
berupa chip.

2. Pencatatan data identitas Penggouna berupa:

a. Unregisier nik  yang data identitas
Penggun: tidak terdaftar dan tidak tercatat pada Penerbit; dan

b. Uang elektr date itas Penggunanya
aftar ¢ catat pad [

irakat 1 <2 lebih I mengenal lektronik yang

beruy Based dibandinglan san yang Serve . Hal itu terjadi

karena tah pada awalny o lel hulu me: 1 Uang elektronik

yang berupa ChigBased—~contohnyaadalal 270 ang dikeluarkan oleh

Bank Marndirrkemudian-disasatolehbaik perti Flazz oleh Bank BCA

dan lain lain. Penggunaan Uang eiektronik ini pada awalnya masyarakat
dipaksa untuk membayar tol menggunakan Emoney dll, kemudia untuk
transportasi di Jakarta masyarakat juga harus menggunakan hal sama.
Sehingga penggunanya setiap tahunnya meningkat dari awal dikenalkannya

oleh pemerintah.

3.
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Untuk uvang elektronik yang berdasarkan Server Based dan Registered
awal mulanya terkenal karena applikasi Go-Pay dan OVO dan lain-lain. Pada
saat pandemi covid 19 penggunaannya sangat meningkat karena banyak yang
menerapkan pembayaran cashless dan/atau non tunai. Penerbit adalah pihak
yang menerbitkan Uang elektronik.* Saat ini penerbit Uang elektronik yang
menggunakan Chip Based dan Unregistered mayoritas adalah perbankan. Hal
yang dapat terjadinya pelanggaran perlindungan konsumen adalah
bahwasanya Uang elektronik dengan jenis dan sifat di atas dapat

dipergunakan o

Negara  Kesatuan  Republik  Indonesic entuk  berdasarkan
Konstit | 3 lang-Undang [ahun pada tanggal 18
Agus 5 sl stelah Pr 1 merde! dalam Undang-
Und: ar Tahu 7 (crsebut atakan tentang negara. Tujuan
negai ut terdapal am, ! ukaan Undang g Dasar Tahun
1945 y: lah empat kali sman r,-terakhi 2002, diberi nama
lengkap U 1o -Erdang—1 asgriNe edbta RT piiii] lonesia Tahun 1945,
tujuan negaratidgk barubal—tumuannegar 'ah merupakan kepentingan

utama daripada tatanan suatu negara. Menata suatu negara dimulai dari
pembentukan hukum sebagai aturan yang mengatur ketertiban dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara.

5.
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Lihat Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu “Kemudian daripada itu
untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial ...”.



Tujuan negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945 tersebut adalah melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Tujuan negara tersebut kemudian dijabarkan dalam isi atau batang tubuh

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pelaksanaannya

dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai hukum masih banyak
kekosongan hulkun nuju wujud hukum yang
menjadi pemerin berdasarkan hukum. Salah sati bentuk pelaksanaan
pemeri bel n hukum yar 1 kek in hukum adalah
perli L huku iIsumen n 1 em pet n yang menuju
era ¢ 1S1.

Pasal 1 ang! Indang Nomor un 1999 tentang
Bank ia mengatur bl Nistem aran mempunyai
pengertian yaite sebaah-siste jyang aencak iy 58 gkat aturan, lembaga,
dan mekafisme=yang dipersanakan_Untuk ukannya pemindahan dana

guna memenuhi kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.”

Bank Indonesia menyatakan bahwa secara garis besar sistem
pembayaran dibagi menjadi dua, yaitu: sistem pembayaran tunai dan sistem
pembayaran non-tunai. Perbedaan mendasar terletak pada instrumen yang
digunakan. Sistem pembayaran tunai menggunakan uang kartal (uang kertas
dan logam) sebagai alat pembayaran. Sedangkan pada sistem pembayaran

non-tunai, instrumen yang digunakan berupa Alat Pembayaran Menggunakan



Kartu (APMK), cek, bilyet giro, nota debit, maupun uang elektronik (card
based dan server based). Cakupan sistem pembayaran non tunai
dikelompokkan menjadi 2 jenis transaksi yaitu transaksi nilai besar
(wholesale) dan transaksi ritel. Alat pembayaran di Indonesia berkembang
sangat pesat dan maju. Alat pembayaran terus berkembang dari alat
pembayaran tunai (cash based) ke alat pembayaran nontunai (rnon-cash)

seperti alat pembayaran berbasis kertas (paper based) misalnya cek dan bilyet

giro yang diproses menggunakan mekanisme kliring/settlement. Selain itu
dikenal juga alat p transfer dana elektronik dan
alat pembayaran i akai Kartu ATM, Kartu Kredit, Kartu Debit dan Kartu
Prabay ada satu dek khir, t >rjadi gelombang
digita an pen 1ya ke kel )i yarakat engubah secara
dras laku 1 akat- Instrumen alat pemb pun semakin
berva :ngan kchadiran vang elektronik berba u (chip based)
maupui V/server (server [ la kongun syarakat pun mulai
bergeser dan mermEai-pembayarat. Setba M abi at serta aman melalui
berbagai ‘platformantaratam—wveb_meobil structrured Supplementary

Service Data (USSD) dan SiM Toolkit (STK).®
E-money atau bisa disebut uang elektronik merupakan instrumen baru
dalam sistem pembayaran dan lebih luasnya ialah uang yang bisa secara

elektronik dari pembeli kepada penjual.” Penggunaan e-money berbeda

6.

Bank  Indonesia, “Sistem  Pembayaran & Pengelolaan ~ Uang  Rupiah”,
https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx diakses pada tanggal 26
Agustus 2022, pukul 16.33 WIB.

N. Popovska-Kamnar, The Use of Electronic Money and Its Impact on Monetary Policy, Jcebi,
1(2), 2014, hlm. 79.



https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx

dengan kartu kredit dan debit yang harus terhubung dengan rekening bank
nasabah. Namun, e-money memiliki sistem berbeda, yaitu dengan sistem
prabayar. Nasabah harus melakukan deposit sejumlah nilai uang pada e-
money yang akan direkam secara digital sehingga nasabah bisa melakukan
pembayaran barang kapan pun dengan mudah. Seiring dengan perkembangan
teknologi, e-money tidak perlu terhubung dengan rekening bank nasabah.
Manfaat e-money sebagai alat pembayaran non-tunai dapat membantu

masyarakat untuk melakukan pembayaran yang bersifat mikro bahkan sampai

dengan ritel® D ngeunakan  e-money, bisa
mempermudal pe 1i dalam melakukan pembelian barang dengan nilai
harga 1 RS lak langsung ) e- juga mendorong
agar lan 1 Kat yang pkat ¢ -penuhi dengan
cepa yaman. idalian transaksi yang dibert! 1 e-money juga
dapat rong penu 1 biaya transaksi sehing menumbuhkan
pertum konomi.’

Pengatdran-temrngaan ¢ elekeouik dFTadot limulai dari Peraturan
Bank Indésesia=Nemor-H72281200%4¢n Jang elektronik (Electronic

Money). Kemudian disempurnakan kembali pada Peraturan Bank Indonesia
Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank
Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang elektronik (Electronic
Money), yang selanjutnya disebut dengan PBI Uang elektronik. Tertanggal

27 September 2016, Bank Indonesia juga telah mengeluarkan Surat Edaran

9.

Hidayati et al., Operasional E-Money, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), hlm. 30.

A. Citra, Aplikasi Theory of Planned Behavior dengan Locus of Control sebagai Variabel
Moderasi pada Niat Menggunakan Uang elektronik, (Yogyakarta: Gadjah Mada University,
2017), hlm. 53.



Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP tentang Perubahan atas Surat Edaran
Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 perihal
Penyelenggaraan Uang elektronik (Electronic Money).

Perkembangan Uang elektronik di Indonesia berkembang pesat. Bank
Indonesia mencatat minat masyarakat terhadap transaksi secara digital
maupun elektronik meningkat pada Mei 2020. Menurut Gubernur Bank
Indonesia Perry Warjiyo, ini terlihat dari transaksi uang elektronik pada Mei

2020 yang tumbuh tinggi 17,31% yoy. Selain itu, ada juga peningkatan dari

volume transaksi » yoy. Perkembangan positif
ini menunjulkk: u minat masyarakat terhadap transaksi ekonomi dan
keuang ital n meningkat di t pandemi Covid-
19. denge ningkatn’ 1 digital ektronik, Bank
Indo elihat u: artalvang a1 (UYD) | 11 2020 tumbuh
sebes /o yoy nienjadi Rp 744.9 triliun.'°

B -an data Banl Indc nada tal | transaksi uang
elektronik leaEEER P80, Jo e pads” 20721 11 tersebut meningkat
Rp281,39=mhen {55, 73% ) —dbanding A sebelumnya yang hanya

Rp504,96 triliun. Berdasarkan jenisnya, transaksi uang elektronik terbesar
untuk reload atau top up senilai Rp386,57 triliun sepanjang tahun lalu. Angka
tersebut tumbuh Rp133,99 triliun (53%) dari tahun sebelumnya. Kemudian
untuk transaksi belanja sebesar Rp305,43 triliun. Nilai tersebut meningkat

Rp100 triliun (49,06%) dari tahun sebelumnya Rp204,9 triliun. Transaksi

10 Herlina Kartika Dewi, “Mei 2020 BI Mencatat Transaksi Uang elektronik Tumbuh Tinggi”,
https://keuangan.kontan.co.id/news/mei-2020-bi-mencatat-transaksi-uang-elektronik-tumbuh-
tinggi., diakses pada tanggal 26 Agustus 2022, pukul 17.06 WIB.
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uang elektronik terbesar berikutnya adalah untuk tarik tunai, yakni sebesar
Rp41 triliun pada 2021. Angka itu tumbuh Rp20,43 triliun (99,25%) dari
tahun sebelumnya. Kemudian, transaksi transfer antar uang elektronik
sebesar Rp20,38 triliun sepanjang tahun lalu, meningkat Rp20,38 triliun
(111,1%) dari tahun sebelumnya. Disusul transaksi isi ulang pertama kali
pengguna sebesar Rp9,05 triliun, naik Rp2,03 triliun (29%) dari tahun
sebelumya. Adapun, transaksi redeem sebesar Rp5,57 triliun, meningkat Rp4

triliun (262,13%) dari tahun sebelumnya.!!

Permasalahas ang elektronik menunjukkan
perkembarn zan po: namun tidak diiringi dengan perkembangan peraturan
yang n ika dungan huk: da pe lanya, khususnya
berka ngan 2 s terjadi | g as uang onik. Diketahui
bahv lasarkan aturan Bank Indoncsia (PE nor 20/6/2018
tental o elektronilk, batas isi n cktronik y= 'k terdaftar atau
unregis: aik menjadi Rp ~ ju i sebelun p 1 juta. Apabila
terjadi kehilangds=as=simpapan yada. 0any ¢ aik tersebut, menurut
Agusman’BirektgrKonmkas=Bank hde . dalam wawancara yang di

lansir dalam Keuangan Kontan Pada Tanggal 23 Mei 2018 mengatakan
bahwa “Benar (hal tersebut akan dilakukan Bank Indonesia) tapi kami tidak
janji jika uang yang hilang dalam uang elektronik akan diganti”.!? Dalam

lanjutannya Joseph Georgino Godong SEVP Chief Technology Officer Bank

I Annissa Mutia, “Transaksi Uang elektronik Melonjak 55% Jadi Rp786 triliun pada 20217,
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/20/transaksi-uang-elektronik-melonjak-55-
jadi-rp786-triliun-pada-2021., diakses pada tanggal 07 September 2022, pukul 13.05 WIB.

12 Sanny  Cicilia, “Uang elektronik  Hilang, ~Mungkinkah  Saldonya Diganti?”,
https://keuangan.kontan.co.id/news/uang-clektronik-hilang-mungkinkan-saldonya-diganti.,
diakses pada tanggal 07 September 2022, pukul 13.12 WIB.
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Mandiri mengatakan bahwa “penggantian wuang elektronik yang
dimungkinkan, ini bukan sesuatu yang susah, jika bank mau sebenarnya bisa
memakai teknologi yang ada”.!?

Dalam pandangan dari Lembagai Penjamin Simpanan (LPS) yang
dilansir dari Detik Finance dalam wawancaranya bersama Ketua Dewa
Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa

mengungkapkan dalam penuturannya “Jadi sering kami ditanyakan apakah

uang elektronik itu kami meniamin? Dengan mandat yang kami terima,

sepertinya masih be belum ada peraturan spesifik
apakah dalam platform fintech uang elektronik dapat dijamin langsung oleh
LPS,”! rbay ) webinar HU ke-5 u (21/10/2020).'
Berd perny di atas, d bahwe lasarnya terjadi
suatt ongan h )'vang dimana L aga Penj mpanan (LPS)
tidak 1enjamin apabila simipanan yang ada pad elektronik yang
hilang. ebut pun dikonfirma a oleh pih: « Indonesia di atas
apabila uvang elckEFenikinlang imakatsdd@0aya yang ada pada uang
elektronik=tersebgi-Hilang—Sehngsa disii rjadinya suatu kekosongan

hukum terhadap perlindungan konsumen para pengguna uang elektronik
apabila terjadi kehilang maka dana yang ada padanya tersebut turut hilang
dan tidak ada jaminan perlindungan hukum dari Pemerintah melalui pihak
Bank, Bank Indonesia dan atau Lembaga Penjamin Simpanannya (LPS)

sendiri.

3 Ibid.

14 Vadhia Lidyana, “Saldo Uang elektronik Bisa Dijamin LPS?”,
https://finance.detik.com/fintech/d-5223223/saldo-uang-elektronik-bisa-dijamin-lps.,  diakses
pada tanggal 07 September, pukul 14.05 WIB.
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Dalam hal ini jelas tertulis dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang
Perlindung Konsumen Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen “Bahwa setiap orang yang memakai barang dan/atau aja yang
ada dan tersedia di masyarakat untuk kepentingan sendiri, keluarga
masyarakat ataupun mahkluk hidup lainnya tidak untuk diperdagangkan
disebut dengan konsumen”.'> Berdasarkan pasal di atas maka, para pemegang
dan/atau pengguna uang elektronik seharusnya diberikan perlindungan
hukum karena mereka termasulk dalam kategori konsumen dalam Undang-

Undang Perlindung thun 1999. Hal ini juga

dipertegas dalam -aturan Otoritas Jasa Kcungan Republik Indonesia
Nomor JK. Tentang Per! ) Dan Masyarakat
Di S sa ke n Pasal 1 a Lonsun lah pihak-pihak
yang patkar ) dan/atau memantfaatkan p n yang tersedia
di Le JTasa Keuan Antara 1bah pada can, pemodal di
Pasar | emegang polis pad: 1suransial eserta pada Dana
Pensiun, Jasarian —peratipans, hotund@ang -4 san  di  sektor jasa
keuangan = “IenmdiandatamPasal T afok crlindungan Konsumen dan

Masyarakat adalah upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman
atas produk dan/atau layanan PUJK yang akan digunakan atau dimanfaatkan
oleh Konsumen dan/atau masyarakat, dan upaya memberikan kepastian
hukum untuk melindungi Konsumen dalam pemenuhan hak dan kewajiban

Konsumen di sektor Jasa Keuangan.”!” Pengaturan di atas sebenarnya sudah

15 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Angka 2.
16. Peraturan Otoritas Jasa Keungan Republik Indonesia Nomor 06/POJK.07/2022 Tentang
Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Pasal 1 angka 3

17- Ibid, Pasal 1 angka 4.
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1.2

1.3

cukup jelas bahwa pada dasarnya bagi para pemegang dan/atau pengguna
uang elektronik patut diberikan perlindungan hukum karena uang elektronik
merupakan fasilitas yang diberikan oleh perbankan dan mereka pun
menempatkan dananya dalam fasilitas tersebut sehingga seharusnya
diberikan suatu kepastian hukum untuk melindungi hak-hak mereka sebagai
Konsumen dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban Konsumen di sektor
jasa keuangan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Penulis tertarik dan

hendak mengk i dituangkan dalam bentuk
penelitian dengal lul PERLINDUNGAN HUKIM SALDO UANG
ELEK' [TK DASARKAN R PERUNDANG-
UND NYA ERLAK! I VESIA
Run Tasalah

1 permasal ieliti dalar itian ini adalah
sebagali
1. Bagaimanha perindungan (niakiha bsdld@0 a “ktronik berdasarkan

PeratiftanrPemndang=Hndanganyong € u?

2. Bagaimana seharusnya upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh
pihak penerbit terhadap saldo uang elektronik?
Tujuan Penelitian
Tujuan Penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum untuk konsumen
atas simpanannya di dalam uang eletronik berdasarkan Peraturan

Perundang-Undangan yang berlaku.

11



2. Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk perlindungan atas simpanan
uang elektronik di masa akan datang sehingga menjamin penggunaan
uang elektronik yang aman.

1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat Penelitian ini adalah:
1.4.1.Secara Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran

bagi ilmp hukum pada uwmumnya, terutama tentang perlindungan
hukum bagi ang  elektronik berdasarkan
Peraturan P dang-Undangan yang berlaki. sehingga menambah
p hua » bagi mereka nbu nya.
1.4.2  Prak
penelit ni di harapkan dapat me nasukan serta
vangan bagi pemerintah m im pelaku | 1ituk dapat lebih
1 tikan dan mener i ka cip-prinsi lungan konsumen
jasa‘keunantarelekironik

1.5 Sistematiicz Tesis
Penulisan Tesis ini akan diuraikan dengan sistematika sebagai berikut :
BABI PENDAHULUAN
Pada bab ini, Penulis akan menyampaikan latar belakang, perumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika

penulisan.
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BABII TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab ini, Penulis akan menyampaikan tinjauan pustaka secara teori
dan konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN
Pada bab ini, Penulis akan menyampaikan jenis penelitian, jenis data,
cara perolehan data, jenis pendekatan, dan Analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
Pada bab ini, Penulis akan menyampaikan hasil penelitian tentang
perlindungan nik berdasarkan Peraturan

1

Perundang-Undangan yang berlaku, hasil analisis rumusan masalah

BAB Y STt \DAN S \

bab ini ulisakan n’ paikan | lan dan saran

irkan hasil litian S1S.
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